Menimbang :

Mengingat

IPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah
mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan
Daerah di Bidang Perhubungan untuk menunjang tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang
Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Tahun 1957 Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4350);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan :

6.

10.

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5233 );

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1993 Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram
Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian

Timur.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Seram Bagian Timur.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak dan Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
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11.

12.

13.

14.

15.
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26.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk
badan usaha lainnya.

Retribusi Izin Trayek selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas izin orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Angkutan Kendaraan Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan pungut pembayaran.

Trayek adalah Lintasan Kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) seat tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) seat
tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Angkutan Khusus adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang
khusus.

Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas orang pribadi atau badan yang
dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Izin Insidentil adalah Pemberian izin pemakaian jalan diluar jalur dari izin trayek yang
telah diberikan.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang Kkhusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan hukum.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi
yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
menentukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda.



27. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola
data dan / atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retrubusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang
menyediakan jasa angkutan pada satu atau beberapa trayek tertentu seluruhnya berada
dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;.

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lIzin Trayek Angkutan
Umum.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan atas jenis angkutan umum
dan kapasitas angkutan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek ;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian
izin tersebut.



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut;
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

KAPASITAS

No. JENIS KENDARAAN DAYA TARIF(Rp)
ANGKUT
1 2 3
1. Mobil Penumpang Umum 8 Seat kebawah Rp. 200.000,-/tahun
2. Mobil Bus Kecil 9s/d 18 seat Rp. 250.000,-/tahun
3. Mobil Bus Sedang (374) 19 s/d 29 seat Rp. 300.000,-/tahun
4, Mobil Bus Besar 30 seat keatas Rp. 350.000,-/tahun
5. Izin Insidentil (2 Minggu) Rp. 25.000,-/sekali jalan
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon dan kartu langganan;

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke
Kas Daerah.

Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun takwin atau ditetapkan lain oleh
Bupati Seram Bagian Timur sesuai kontrak hak pemakaian.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas hari) sejak terbitnya SKRD
atau Dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
menggunakan STRD;

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
surat teguran;

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran;

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat
lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada daerah;

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.



Pasal 17

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XiIlI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada
masyarakat yang ditimpah bencana alam, kerusuhan dan kecelakaan;

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XlllI
SYARAT DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 19
Bentuk dan materi izin serta tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur atas usul Pejabat yang berwenang.

Pasal 20
(1) Jangka Waktu Berlakunya izin 5 (lima) Tahun takwin.

(2) Selama jangka / waktu periode berlakunya izin trayek, setiap tahun berjalan dilakukan
register sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jika terjadi perubahan tempat beroperasinya kendaraan sebelum izin berakhir maka
pemegang izin harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati Seram Bagian Timur
melalui instansi yang ditunjuk, paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya
perubahan.

Pasal 21

Izin dapat dicabut apabila :
a. Atas permintaan pemegang izin;
b. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusinya;

c. Penggunaan izin yang bertentangan dengan izin yang diberikan.



BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di
bidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan
dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
Pidana dibidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di
bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 13 Januari 2012

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH
Diundangkan di Bula
pada tanggal 13 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 111



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan
kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya
dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena
itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah  Daerah
dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan
daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal
dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang
dapat dipungut adalah Retribusi 1zin Trayek.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal1l : Cukup jelas
Pasal2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal4 : Cukup jelas
Pasal5 : Cukup jelas
Pasal6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal8 : Cukup jelas
Pasal9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 10 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah
bahwa suluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya
kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses
pemungutan  retribusi, antara lain pencetakan formulir
retribusi, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi. Kegiatan yang
tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah
kegiatan penghitungan  besarnya  retribusi  terutang,
pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.
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Pasal 14 : Ayat (1) Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
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